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A Legal Analysis of the Protection of Civilians in the Armed Conflict between
Israel and Palestine under the 1949 Geneva Convention
Lailaturrahmi’, Dwi Astuti Palupi’

Legal Studies Program, Faculty of Law, Bung Hatta University
Email : rahmilaila32@gmail.com

ABSTRACT

The armed conflict between Israel and Palestine has caused serious humanitarian
consequences, particulary for civilians. The Geneva Convention IV of 1949 clearly
regulates the obligation of parties to a conflict to protect civilians from violence,
collective punishment, and to ensure access to basic needs and humanitarian
assistance. In practice, however, international reports indicate continued attacks
on civilian facilities, restrictions on aid distribution, and a high number of non-
combatant casualties. This study addresses how civilian protection is regulated
under the Geneva Convention 1V of 1949 and how it is implemented in the Israel-
Palestine conflict. The objective of this research is to analyze the applicable legal
framework and assess its effectiveness. This study employs normative legal research
using statutory and conceptual approaches. The data consist of secondary legal
materials, including primary, secondary, and tertiary sources, collected through
library research. Data analysis is conducted qualitatively through systematic
interpretation of relevant legal norms. The findings reveal inconsistencies between
legal provisions and realities on the ground, particulary in the application of the
principles of distinction, proportionality, and accountability. Therefore, civilian
protection has not been optimally implemented and requires stronger international
commitment and supervision to ensure compliance with international humanitarian
law.

Keywords: Civilian Protection, Armed Conflict, Geneva Convention IV of 1949
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KAJIAN YURIDIS PERLINDUNGAN WARGA SIPIL DALAM KONFLIK
BERSENJATA ANTARA ISRAEL DAN PALESTINA BERDASARKAN
KONVENSI JENEWA IV 1949

Lailaturrahmi’, Dwi Astuti Palupi’
Prodi llmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta
Email : rahmilaila32@gmail.com

ABSTRAK

Konflik bersenjata antara Israel dan Palestina menimbulkan dampak kemanusiaan
yang serius, khususnya terhadap warga sipil. Konvensi Jenewa IV tahun 1949
secara tegas mengatur kewajiban para pihak dalam konflik untuk kewajiban para
pithak dalam konflik untuk melindungi penduduk sipil dari kekerasan,
penghukuman kolektif, serta menjamin akses terhadap kebutuhan dasar dan
bantuan kemanusiaan. Namun dalam praktiknya, berbagai laporan internasional
menunjukkan masih terjadinya serangan terhadap fasilitas sipil, pembatasan
distribusi bantuan, serta tingginya jumlah korban dari kalangan non-kombatan.
Penelitian ini merumuskan permasalahan mengenai bagaimana pengaturan
perlindungan warga sipil menurut Konvensi Jenewa IV tahun 1949 dan bagaimana
bentuk perlindungan warga sipil dalam konflik bersenjata antara Israel-Palestina.
Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis ketentuan hukum yang berlaku
serta menilai bentuk perlindungan warga sipil dalam konflik tersebut. Metode yang
digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-
undangan dan konseptual. Data yang digunakan berupa data primer, sekunder, dan
tersier, dengan teknik pengumpulan data melalui studi kepustakanaan. Analisis data
dilakukan secara kualitatif melalui penafsiran sistematis terhaap norma hukum yang
relevan. Hasil penelitian menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara ketentuan
hukum dan realitas di lapangan, khususnya dalam penerapan prinsip pembedaan,
proporsionalitas, dan akuntabilitias. Dengan demikian, perlindungan warga sipil
dalam konflik ini belum terlaksana secara optimal dan memerlukan penguatan
komitmen serta pengawasan internasional guna menjamin penegakan hukum
humaniter internasional.

Kata Kunci: Perlindungan warga sipil, konflik bersenjata, Konvensi Jenewa
IV tahun 1949.
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BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Konflik bersenjata antara Israel dan Palestina merupakan salah satu konflik
terpanjang dan paling kompleks dalam sejarah modern, dengan dampak
kemanusiaan yang sangat serius. Salah satu permasalahan utama ialah pelanggaran
terhadap hak-hak warga sipil yang dilindungi secara tegas dalam Konvensi Jenewa
IV Tahun 1949.! Laporan organisasi internasional seperti Human Rights Watch
tahun 2023 dan Amnesty International tahun 2022 menunjukkan berbagai serangan
terhadap area sipil, termasuk sekolah, rumah sakit, dan tempat ibadah, yang

berpotensi melanggar ketentuan HHI.2

Dalam perspektif Hukum Humaniter Internasional yang selanjutnya
disingkat HHI, konflik Israel-Palestina dapat dikategorikan sebagai Konflik
Bersenjata Internasional (/nternational Armed Conflict) yang selanjutnya disingkat
KBI karena melibatkan negara (Israel) yang menggunakan kekuatan bersenjata
terhadap pihak lain yang memiliki unsur pemerintahan atau kontrol wilayah tertentu
seperti Otoritas Palestina.® Dalam kondisi demikian, Konvensi Jenewa 1949 dan
Protokol Tambahan I Tahun 1977 berlaku untuk mengatur perlindungan terhadap
warga sipil, tawanan perang, dan pembatasan terhadap cara serta alat berperang.

Namun, sebagian ahli hukum menilai bahwa konflik antara Israel dan kelompok

! Huala Adolf, 2019, Hukum Humaniter Internasional: Suatu Pengantar, Rajawali Pers,
Jakarta,hlm. 102.

2 Amanda Alexander, 2015, A4 short history of international humanitarian law, European
Journal of International Law 26, No. 1, page. 109.

% Damos Dumoli Agusman, 2020, Pengantar Hukum Internasional Publik, Rajawali Pers,
Jakarta, hlm. 145.
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bersenjata Hamas lebih tepat dikategorikan sebagai Konflik Bersenjata Non-
Internasional (Non-International Armed Conflict) yang selanjutnya disingkat
KBNI karena melibatkan suatu negara dan kelompok non-negara yang memiliki
struktur komando dan kontrol teritorial terbatas.* Perdebatan klasifikasi ini
menunjukkan kompleksitas penerapan hukum humaniter dalam konflik tersebut.
Meski demikian, Pasal 3 Konvensi Jenewa 1949 serta Protokol tambahan II Tahun
1977 tetap menjadi dasar penerapan prinsip-prinsip kemanusiaan yang mengatur
perlindungan terhadap semua pihak yang tidak terlibat langsung dalam

permusuhan. Pasal 3 Konvensi Jenewa 1949, menyebutkan bahwa:

“Dalam hal terjadi konflik bersenjata yang tidak bersifat internasional di wilayah
salah satu pihak peserta konvensi, setiap pihak dalam konflik wajib menerapkan
sekurang-kurangnya ketentuan-ketentuan berikut:

1. Orang- orang yang tidak turut serta langsung dalam permusuhan, termasuk
anggota angkatan bersenjata yang telah meletakkan senjata dan mereka yang tidak
mampu bertempur karena sakit, luka, penahanan, atau sebab lain, harus
diperlakukan secara manusiawi tanpa diskriminasi yang merugikan, berdasarkan
ras, warna kulit, agama atau kepercayaan, jenis kelamin, kelahiran, atau kekayaan,
atau kriteria serupa lainnya.

2. Untuk tujuan tersebut, tindakan-tindakan berikut dilarang setiap saat dan di
tempat mana pun terhadap orang-orang tersebut:

a. Kekerasan terhadap jiwa dan raga, khususnya pembunuhan, mutilasi,
perlakuan kejam, dan penyiksaan.

b. Penyanderaan

c. Perlakuan yang merendahkan martabat manusia, khususnya perlakuan yang
menghina dan merendahkan martabat manusia, khususnya perlakuan yang
menghina dan merendahkan

d. Penjatuhan hukuman dan pelaksanaan eksekusi tanpa putusan pengadilan
yang sah, yang memberikan jaminan peradilan yang diakui sebagai mutlak
diperlukan oleh bangsa-bangsa yang beradab.

3. Orang yang terluka dan sakit harus dikumpulkan dan dirawat.

Sebuah badan kemanusiaan yang tidak memihak, seperti Komite
Internasional Palang Merah, dapat menawarkan jasanya kepada pihak-pihak dalam

4 Topo Santoso, 2018, Hukum Humaniter Internasional dalam Perspektif Kontemporer,
Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 88-90.
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konflik. Pihak-pihak dalam konflik juga didorong untuk mengadakan perjanjian
khusus guna memberlakukan seluruh atau sebagian ketentuan lain dalam Konvensi

2

mi.

Penerapan HHI dalam konflik Israel-Palestina memiliki relevansi mendasar,
mengingat tingginya jumlah korban sipil serta pelanggaran terhadap prinsip-prinsip
kemanusiaan yang terjadi di wilayah tersebut. HHI bertujuan untuk membatasi
penderitaan manusia dalam perang dan memberikan perlindungan terhadap mereka

yang tidak atau sudah tidak lagi turut serta dalam permusuhan.®

Salah satu sumber hukum dari HHI yang mengatur tentang Perlindungan
Warga Sipil yaitu Konvensi Jenewa Tahun 1949 yang berkaitan dengan
Perlindungan Warga Sipil pada Masa Perang serta Protokol Tambahan Tahun 1977
untuk Perlindungan Korban Konflik Bersenjata Internasional atau Non-
Internasional, menetapkan kerangka hukum internasional bagi perlindungan warga
sipil. Konvensi ini mencakup ketentuan hukum internasional yang paling
komprehensif, mengingat hampir seluruh dunia telah menjadi pihak yang terikat.

Di dalamnya, terdapat pengaturan umum terhadap empat bagian utama, antara lain:®

1. Konvensi Jenewa I Tahun 1949 tentang Perbaikan keadaan yang
luka dan sakit dalam Angkatan Bersenjata di Medan Pertempuran
Darat (Geneva Convention for the Amelioration of the Condition of
the Wounded and Sick in Armed Forces in the Field, of August 12,
1949).

2. Konvensi Jenewa Il Tahun 1949 tentang Perbaikan keadaan anggota

Angkatan Bersenjata di Laut yang luka, sakit, dan korban keram

® Huala Adolf, HHI: Suatu Pengantar, Op. Cit., hlm.48.
® Direktorat Jenderal Hukum Dan Perundang-Undangan Departemen Kehakiman,
Terjemahan Konvensi Jenewa Tahun 1949, Pengayoman, Jakarta, 1999, him. iii.
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(Geneva Convention for the Amelioration of the condition of the
wounded, sick, and shipwrecked members of Amred Forces at sea,
of August 12, 1949).

3. KonvensiJenewa III Tahun 1949 tentang Perlakuan tawanan perang
(Geneva Convention Relative to the Treatment of Prisoners of War,
of August 12, 1949).

4. Konvensi Jenewa IV Tahun 1949 tentang Perlindungan Orang Sipil
di Waktu Perang (Geneva Convention Relative to the Protection of

Civilian Persons in Time of War, of August 12, 1949).

Keempat konvensi tersebut menetapkan standar hukum internasional untuk
perlindungan, pengobatan kemanusiaan dari korban perang, termasuk dua Protokol

Tambahan yang lahir tahun 1977;

a. Protokol Tambahan I Tahun 1977 tentang Perlindungan Korban
Perang yang terjadi dalam Konflik Bersenjata Internasional.
b. Protokol Tambahan II Tahun 1977 tentang Perlindungan Korban

Perang yang terjadi dalam Konflik Bersenjata Non-Internasional.’

Secara khusus perlindungan penduduk sipil lebih lanjut diatur dalam Pasal

4 Konvensi Jenewa IV Tahun 1949, yaitu:

“Orang-orang yang dilindungi oleh Konvensi ini adalah mereka yang

sewaktu-waktu terlibat dalam suatu insiden konflik bersenjata atau

7 Dwi Astuti Palupi, 2024, Hukum Humaniter Internasional,
https://portal.bunghatta.ac.id/dwiastutipalupi Diakses pada 10 Januar 2026.
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pendudukan dan dengan cara apapun berada di bawah kendali suatu pihak

yang berkonflik dengan negara pendudukan yang bukan milik mereka.”

Ketentuan dari pasal tersebut menjelaskan bahwa pendudukan sipil adalah
mereka yang tidak termasuk dalam konflik bersenjata non-combatan yang berada

dalam suatu negara yang sedang bersengketa.

Berdasarkan Pasal 27 hingga Pasal 34 Konvensi Jenewa IV, pihak
pendudukan berkewajiban menjamin perlindungan terhadap penduduk di wilayah
yang diduduki, termasuk memastikan akses terhadap kebutuhan dasar seperti
pangan, kesehatan dan bantuan.® Namun, berbagai laporan dari lembaga

internasional menunjukkan bahwa kewajiban ini kerap diabaikan.

Pada kondisi faktual di lapangan, serangan terhadap fasilitas kesehatan juga
menyentuh kepentingan Indonesia. Rumah Sakit Indonesia (RSI) di Jabalia, Gaza
yang dibangun masyarakat Indonesia melalui MER-C dilaporkan diserang pada
November 2023 sehingga bangsal sebelumnya seorang staf MER-C dilaporkan

tewas akibat serangan di sekitar fasilitas itu.®

Berdasarkan laporan Komisi HAM PBB (UN Human Rights Council) tahun
2023, lebih dari 70% korban jiwa akibat serangan di Jalur Gaza adalah warga sipil
yang tidak terlibat dalam pertempuran.'® Kondisi ini memperlihatkan lemahnya
implementasi prinsip perlindungan warga sipil sebagaimana diatur dalam Konvensi

Jenewa IV Tahun 1949. Di sisi kemanusiaan, Indonesia berulang kali menekankan

8 Topo Santoso, HHI dalam Perspektif Kontemporer, Op. Cit., hlm. 91.

® Antara, 2025, 4 Fakta Soal Rumah Sakit Indonesia di Gaza,
https://www.tempo.co/internasional/4-fakta-soal-rumah-sakit-indonesia-di-gaza--1903438, Diakses
pada 20 Oktober 2025.

10 UN Human Rights Council, Report on the Situation of Human Rights in the Occupied
Palestinian Territory, (Geneva: 2023), page. 12.

UNIVERSITAS BUNG HATTA


https://www.tempo.co/internasional/4-fakta-soal-rumah-sakit-indonesia-di-gaza--1903438

pentingnya koridor aman untuk bantuan bagi warga sipil Gaza. Selain
pendistribusian melalui darat yang kerap terhambat, pada 17 Agustus 2025
Indonesia menjalankan misi airdrop kemanusiaan yang menyalurkan 17,8 ton
bantuan kemanusiaan melalui pesawat Hercules C-130.! Langkah ini
menunjukkan komitmen Indonesia, sekaligus menegaskan sulitnya distribusi

bantuan tanpa hambatan di wilayah konflik.

Selain itu, Komite Kemanusiaan dan HAM DPR RI pada Februari 2025
menyatakan bahwa serangan terhadap warga sipil dan fasilitas umum di Gaza telah
mencapai kategori pelanggaran berat terhadap Hukum Humaniter Internasional.
Mereka mendesak agar Israel bertanggung jawab atas serangan terhadap
pemukiman sipil, sekolah, dan fasilitas kesehatan, serta memberikan akses
kemanusiaan tanpa hambatan bagi warga Palestina.'? Pernyataan ini didukung pula
oleh Komnas HAM RI yang pada 2024 menyoroti tindakan penghukuman kolektif
terhadap warga sipil Palestina, termasuk blokade pangan dan air, sebagai

pelanggaran terhadap Pasal 33 Konvensi Jenewa IV Tahun 1949.13

“Orang yang dilindungi tidak boleh dihukum untuk suatu pelanggaran yang tidak
dilakukan sendiri olehnya. Hukuman kolektif dan demikian pula semua perbuatan

intimidasi dan terorisme dilarang.”

1 Airmen TV Dispenau, 2025, "Satgas Garuda Merah Putih-II Sukses Laksanakan Misi
Airdrop 17,8 Ton Bantuan Kemanusiaan di Gaza" https://www.youtube.com/watch?v=gv]-
FW5V8mM, Diakses pada 20 Oktober 2025.

12 Antara, 2025, Ketua DPR RI desak Israel hentikan serangan di Palestina,
https://www.antaranews.com/berita/4780977/ketua-dpr-ri-desak -israel-hentikan-serangan-di-
palestina, Diakses pada 20 Oktober 2025.

13 Komnas HAM R1, 2024, Laporan Tahunan Komnas HAM: Isu-Isu Hak Asasi Manusia
dalam Konflik Global, hlm. 89.
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Oleh karena itu, relevansi Konvensi Jenewa IV tidak hanya bersifat
normatif, tetapi juga menjadi landasan moral dan hukum bagi komunitas
internasional untuk menuntut akuntabilitas atas pelanggaran terhadap warga sipil.14

Penegakan ketentuan konvensi ini penting agar nilai kemanusiaan tetap dijunjung

tinggi meskipun dalam situasi perang.®

Dalam hukum humaniter internasional, tindakan ini jelas bertentangan
dengan asas pembeda (Principle of Distinction), yang mewajibkan pihak-pihak
berkonflik membedakan antara sasaran militer dan sipil.*® Selain itu, kebijakan
blokade ekonomi dan militer terhadap Gaza telah menghambat akses terhadap
pangan, air bersih, serta layanan kesehatan bagi penduduk sipil.'’ Kebijakan
semacam ini kerap dikritik sebagai bentuk penghukuman kolektif (collective

punishment) yang dilarang dalam Pasal 33 Konvensi Jenewa IV Tahun 1949.18

Berbagai pelanggaran tersebut memperlihatkan lemahnya penerapan prinsip
proporsionalitas dan akuntabilitas dalam operasi militer Israel. Prinsip
proporsionalitas menuntut agar penggunaan kekuatan tidak menimbulkan kerugian
berlebihan bagi warga sipil, sedangkan prinsip akuntabilitas menegaskan bahwa

pelaku pelanggaran hukum perang harus dimintai pertanggungjawaban hukum.

14 Damos Dumoli Agusman, Pengantar HI Publik , Op. Cit., hlm. 153.

15 Ibid., hlm. 154.

16 Boer Mauna, 2005, Hukum Internasional: Pengertian, Peranan, dan Fungis dalam Era
Dinamika Global, Alumni, Bandung, him. 348.

17 Komnas HAM RI, 2023, Laporan Tahunan Komnas HAM 2023: Isu-Isu Hak Asasi
Manusia dalam Konflik Global, Komnas HAM, Jakarta, him. 56.

8 Mochtar Kusumaatmadja dan Etty R. Agoes, 2003, Pengantar Hukum Internasional,
Alumni, Bandung, him. 254.

1 Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), 2022, Analisis Kebijakan Hukum
Humaniter di Kawasan Timur Tengah, LIP1 Press, Jakarta, hlm. 40.
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Oleh karena itu, penelitian ini menjadi penting untuk menilai sejauh mana
norma-norma hukum humaniter, khususnya Konvensi Jenewa IV Tahun 1949,
berfungsi efektif dalam memberikan perlindungan nyata bagi warga sipil
Palestina.?’ Analisis terhadap implementasi dan kepatuhan terhadap konvensi ini
diperlukan mengingat konflik yang terus berlangsung dan terus menimbulkan

korban jiwa di kalangan penduduk sipil.?

Urgensi penelitian ini tidak hanya terletak pada aspek akademik, tetapi juga
pada dimensi kemanusiaan dan akuntabilitas hukum. Kajian terhadap kepatuhan
Konvensi Jenewa IV penting untuk memastikan bahwa setiap pelanggaran terhadap
perlindungan warga sipil dapat diidentifikasi, dinilai, dan ditindak secara hukum.?2
Namun, meskipun terdapat kerangka hukum yang mengatur perlindungan warga
sipil, pelanggaran masih terus terjadi. Hal ini menunjukkan adanya celah antara

norma hukum dan implementasinya, yang menjadi fokus penting kajian ini.

Secara keseluruhan, urgensi penelitian ini terletak pada upaya memastikan
bahwa nilai-nilai kemanusiaan dan norma-norma hukum humaniter internasional
tetap dijunjung tinggi, serta mendorong adanya tanggung jawab (accountability)
bagi setiap pihak yang melanggar prinsip perlindungan warga sipil sebagaimana

diatur dalam Konvensi Jenewa IV Tahun 1949.23

2 Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, 2020, Panduan Umum Perjanjian
Internasional, Kemlu RI, Jakarta, him. 72.

21 Syahrin Harahap, 2021, Hukum Humaniter Internasional dan Implementasinya dalam
Konflik Modern, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 56.

22 Sri Setianingsih Suwardi, 2018, Prinsip-Prinsip Hukum Humaniter Internasional, PT
RajaGrafindo, Jakarta, hlm. 33.

2 Dewa Gede Sudika Mangku, 2019, Hukum Internasional dan Isu-Isu Global
Kontemporer, Udayana University, Denpasar, him. 103.
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Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi
terhadap pemahaman akademik sekaligus memperkuat posisi hukum internasional
Indonesia dalam mendukung penegakan hukum humaniter internasional dan

perlindungan warga sipil secara global.?*

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis berkeinginan untuk mengadakan
penelitian dengan judul “Kajian Yuridis Perlindungan Warga Sipil Dalam
Konflik Bersenjata Antara Israel Dan Palestina Berdasarkan Konvensi

Jenewa IV Tahun 1949”
B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan mengenai perlindungan warga sipil dalam konflik
bersenjata menurut Konvensi Jenewa IV Tahun 1949?
2. Bagaimana bentuk perlindungan terhadap warga sipil dalam konflik

bersenjata antara Israel dan Palestina?
C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis pengaturan mengenai perlindungan warga sipil dalam
konflik bersenjata menurut Konvensi Jenewa IV Tahun 1949.
2. Untuk menganalisis bentuk perlindungan terhadap warga sipil dalam

konflik bersenjata antara Israel dan Palestina?

2 M. Rizal Akbar, 2021, Peran Indonesia dalam Penegakan Hukum Humaniter
Internasional, Universitas Indonesia, Vol. 9 No. 2, hlm. 159.
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D. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah
penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif merupakan
penelitian yang berfokus pada pengkajian bahan hukum tertulis seperti
peraturan perundang-undangan, konvensi internasional, serta doktrin atau
pendapat para ahli hukum.?® Metode ini bertujuan untuk menelaah hukum
dalam arti normatif, yaitu law in books, bukan law in action.?®

Penelitian hukum normatif dilakukan untuk memahami bagaimana
hukum mengatur suatu persoalan dan bagaimana norma hukum tersebut
seharusnya diterapkan dalam suatu konteks tertentu.?” Dalam konteks
penelitian ini, metode hukum normatif digunakan untuk mengkaji
pengaturan serta relevansi Konvensi Jenewa IV Tahun 1949 terhadap

perlindungan warga sipil dalam konflik bersenjata antara Israel dan

Palestina.?®
2. Sumber Data Sekunder

Penelitian hukum menggunakan data sekunder, yaitu meneliti
bahan-bahan hukum yang sudah ada. Data sekunder terdiri dari tiga jenis

bahan hukum, yaitu:

% Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2019, Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan
Singkat, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 13.

% Johnny Ibrahim, 2018, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif, Bayumedia
Publishing, Malang, hlm. 47.

27 Peter Mahmud Marzuki, 2017, Penelitian Hukum, Kencana Prenada Media Group,
Jakarta, hlm. 35.

28 Bambang Sunggono, 1996, Metodologi Penelitian Hukum, RajaGrafindo, Jakarta, hlm.
42,
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a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mengikat, seperti:

1)

2)

3)

Konvensi Jenewa IV Tahun 1949 tentang Perlindungan
Orang Sipil pada Waktu Perang;

Protokol Tambahan I Tahun 1977 tentang menyempurnakan
perlindungan terhadap korban konflik  bersenjata
internasional;

Piagam PBB (United Nations Charter) tentang dasar hukum
internasional dalam pemeliharaan perdamaian dan

keamanan dunia;

b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan

penjelasan terhadap bahan hukum primer, seperti buku, jurnal

ilmiah, hasil penelitian, maupun karya ilmiah lainnya yang

membahas hukum humaniter internasional.

c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk atau

penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti

kamus hukum, ensiklopedia hukum, dan artikel pendukung

lainnya.?°

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan

(library research)2® Metode ini dilakukan dengan cara menelusuri,
membaca, serta menganalisis berbagai bahan hukum primer, sekunder, dan

tersier yang relevan dengan topik penelitian. Studi kepustakaan ini

2 Soerjono Soekanto, 1982, Penelitian Hukum Normatif, Op.Cit., hlm. 12.
%0 Ipid, hlm. 32.
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bertujuan untuk memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai
penerapan hukum humaniter internasional, khususnya Konvensi Jenewa IV

Tahun 1949, dalam melindungi warga sipil selama konflik bersenjata. 3
4. Analisis Data

Data yang diperoleh dari bahan primer, sekunder, dan tersier akan
dianalisis menggunakan metode analisis kualitatif.>> Metode ini dilakukan
dengan cara menguraikan bahan hukum yang telah dikumpulkan,
menafsirkannya secara sistematis, serta mengaitkannya dengan asas dan
teori hukum secara logis.®® Pendekatan kualitatif dalam penelitian hukum
normatif bertujuan untuk memberikan pemahaman yang mendalam
terhadap norma-norma hukum, bukan untuk mengukur atau menghitung

data kuantitatif.3*

31 Maria Farida Indrati, 2018, IImu Perundang-undangan: Jenis, Fungsi dan Materi
Muatan, Kanisius, Jakarta, hlm. 122.

32 Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, 2020, Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan
Empiris, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm. 153.

3 Ihid., him. 154.

3 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Op. Cit., hlm. 98.
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